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KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 70/PL.05.3-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

ABSTRAK . Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 10
Tahun 2016, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum pemungutan suara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 10
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan
Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/Prov/IX/2017 tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 70/PL.05.3-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2017
diatur tentang:

Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran.

Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU adalah selama 9 (Sembilan) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.



Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

CATATAN - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Oktober 2017
- Lampiran 5 Lembar



